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SUPATI. MUSI SANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR '9 Tabuo 2007

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
YANG MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

MASING-MASING SUB BIDANG PADA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

KADUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang

Mengingat

a. bahwa daJam rangka menunjang keJancaran pelaksanaan Tuga.~

Pokok dan Foogsi Ridang Anggaran Radan Pengelola Keuangan

dan A~et Daerah (RPKAD) Kabupaten MUlli RanyuaRin

sebagaimana yang telab diatur daJam Peraturan Daerah Nomor 21

Tahun 2007, perlu melakukan koordin8lli dengan Satuan KllIja

Perangkat Daerah (SKPD) dalam penYUllunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Relanja Daerah (R APRD) Kabupaten MUlli

Ranyua.~in .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakmd dalam

huruf a maka SKID yang menjadi tugas dan tanggung jawah

masing-masing Sub. Ridang pada Ridang Anggaran RPKAD

Kabupaten Musi Ranyuasin perlu ditetapkan dengan. Peraturan
~.
Rupati MUlliRanyua.~in.

I. tJndang-tJndang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat IT dan Kotapraja di Sumatera Selatan (I.embaran

Negara RT Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1821 ).

2. tJndang-tJndang Nomor 18 Tahoo 1997 tentang Pajak Daerah dan

RebibUlli Daerah (I.embaran Negara RT Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan T.embaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana teJah

diubah dengan tJndang-tJndang Nomor 34 Tahoo 2000 (I.embaran

•



Negara RT Tahun 2000 NomOI' 246, Tambahan T.embaran Negara

RI Nomor 4048).

3. Undang-Undang NomOI' 17 Tahoo 2003 tentang Keuangan Negara

(T.embaran Negara RTTahoo 2003 NomOI' 47, Tamhahan T.embaran

Negara RI Nomor 4286).

4. Undang-Undang NomOI' 1 Taboo 2004 tentang Pernendaharaan

Negara (T.embaran Negara RT Tahoo 2004 NomOI' 5, Tambahan

T.embaran Negara RTNomOI' 4355);

S. Undang-Undang NomOI' 10 Tahoo 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-oodangan ( T.embaran Negara Tahoo 2004

NomOI' 53, Tambahan T.embaran Negara NomOI' 4389).

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahoo 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( T.embaran

Negara RT Tahoo 2004 Nomor 66, Tambaban T.emharan Negara RT

Nomor 4400).

7. Undang-Undang Repuhlik TndoneRiaNomOI' 32 Taboo 2004 tentang

Pemenntahan Daerah (T.embaran Negara RT Tahun 2004 NomOI'

125, Tambahan T.embaran Negara NomOI' 4437).

8. Undang-Undang Republik TndonfleiaNomOI' 33 Tahoo 2004 tentang

Perimhangan Keuangan Antara Pemenntah Pu.'IlItdan Pemenntahan

Daerah (T.embaran Negara RT Taboo 2004 NomOI' 126, Tambahan

T.embaran Negara NomOI' 4438).

9. Peraturan Pemenntah Repuhlik TndoneRiaNomOI' 104 Taboo 2000

tentang Dana Penmhangan (T.embaran Negara RT Taboo 2000

NomOI' 201, Tambahan T.embaran Negara RT NomOI' 4021)

Rebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 84

Tahoo 2001 (T.embaran Negara RT Taboo 2001 NomOI' 157,

Tambahan T.embaran Negara RTNomor 4165).

10. Peraturan Pemenntah Republik TndoneRia NomOI' 2l Tahoo 2003

tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif nefisit Anggaran

Pendapatan dan Helanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan

Helanja Daerah, serta Jumlab KumulatifPinjaman Pemelintah Pusat

dan Pemenntah Daerah (T.embaran Negara RT Tahoo 2003 NomOI'

48, Tambaban T.embaran Negara RTNomOI' 4287).



Menetapkan

11. Peratur3n Pemerintah Nomor 58 Tahoo 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (I.embaran Negara RI Tahoo 2005 Nomor 140,

Tamhahan J.embaran Negar RJ Nomor 4578).

12. Peraturan Pemerintah Repuhlik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pemhinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintab

Daerah ( I.emharan Negara Tahoo 2005 Nomor 165, Tambahan

J.embaran Negata Nomor 4593).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Taboo 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahoo 2006 tentang
\

Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Relanja Daerah Tahoo

Anggaran 2007.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Ranyuasin Nomor 5 Taboo 2002

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kahupaten MlLqi

Ranyua.qin Nomor 22 Tabun 2000 tentang Pembentukan Organisasi

J .emhaga Tehnis Daerah Kahupaten Musi Ranyuasin (J.emharan

Daerah Kabupaten MlLqiRanyuasin Tahun 2002 Nomor 13).

16. Peraturan Daerab Nomor 21 Tabun 2007 tentang Pembentukan
,

Organisasi Radan Pengelola Keuangan dan Aset Daerab (RPKAD)

Kabupaten MlLqiRanyuasin.

MEMUTUSKAN :

PTmATIJRAN BUPATI MUST RANYUASTN TRNTANG
PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII
(SKPD) YANG MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
MASING-MASING SUB BIDANG PADA BIDANG AN9GARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten MlLqiRanyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalab Pemerintah Kabupaten MlLqiRanyuasin.

3. Rupati adalah Rupati Musi Ranyuasin.



4. WakiJ Rupati adaJah WakiJ Rupati Musi RanyuaRin.

S. T>ewan PerwakiJan Rakyat Oaerah yang ReJanjutnya diRehut OPRO, adaJah

Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kahupaten Mu.~iRanyua.~in.

6. ('JUhemur adaJah Guhemur ProvinRi Sumatera SeJatan.

7. Satuan Ketja Perangkat Oaerah adalah Jemhaga pada Pemerintah Oaerah yang

hertanggung jawah kepada KepaJa Oaerah dan memhantu KepaJa Oaerah dalam

penyelenggaraan pemenntahan yang terdiri dari Sekretariat Oaerah, Sekretariat

OPRO, J)jna.~ Oaerah, dan T.emhaga TekniR daerah, Kecamatan dan Kelurahanl

Desa.

8. SekretariR Oaerah adaJah SekretariR Oaerah Kahupaten Mu.~iRanyuaRin.
,

9. Kenangan Oaerah adaJah Remua hak dan kewajihan daerah daJam rangka,
penyeJenggaraan pemenntahan daerah yang dapat dinilai dangan nang termaRUk

didaJamnya RegaJahentuk kekayaan yang herhuhungan dengan hak dan kewajihan

daerah terRehut

10. Anggaran Pendapatan dan ReJanja Oaerah, ReJanjutnya diRingkat APRO adaJah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dihahaR dan diRetujui

herRama, oleh pemenntah daerah dan OPRO, dan ditetapkan dengan peraturan

daerah.

II. PengeJoJaan Keuangan Oaerah adaJah keReJuruhan kegiatan yang meJiputi

perencanaan, peJakRanaan, penatauRahaan, peJaporan, pertanggungjawahan, dan

pengawaRan keuangan daerah.

12. Satuan Ketja Perangkat Oaerah yang Relanjutnya diRingkat SKPO adaJah

perangkat daerah pada pemenntah daerah ReJaku pengguna anggaran/pengguna

harang.

13. Satuan Ketja PengeJoJa Keuangan daerah yang ReJanjutnya diRingkat SKPKO

adaJah perangkat daerah pada pemenntah daerah ReJaku pengguna

anggaranlpengguna harang, yang juga meJakRanakan pengeJoJaan keuangan

daerah.

14. OrganiRaRi adaJah unRUTpemenntahan daerah yang terdiri daTi OPRO, kepala

daerah/wakiJ kepaJa daerah dan Ratuan ketja perangkat daerah.

1S. Pemegang KekuaRaan Umum Pengelolaan Kenangan Oaerah adaJah Kepala

Oaerah yang karena jahatannya mempunyai kewenangan menyeJenggarakan

keReJuruhan pengeJoJaan keuangan daerah.



16.Pejahat PengeJoJa Keuangan naerah yang seJanjutnya disingkat PPKn adaJah

KepaJa satuan klllja pengeJola keuangan daerah yang seJanjutnya disebut dengan

kepala SKPKn yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APRn dan

bertindak sebagai bendahara umum daerah.

17. Rendahara Umum naerah yang seJanjutnya disingkat RUn adaJah PPKn yag

bertindak dalam kapasitas sebagai bendabara umum daerah.

18. Pengguna Anggaran adalah pejahat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPn yang dipimpinnya.

19. Pengguna Rarang adaJah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang

miJik daerab.

20. Kuasa Rendahara Umum naerah yang selanjutnya disingkat Kuasa Run adalab

pejabat yang diberi kua.~auntuk meJaksanakan sebagian tugas RUn.

21. nokumen Pelak.~anaan Anggaran SKPn yang selanjutnya disingkat nPA-SKPn

adaJah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oJehpengguna anggaran.

22. nokumen Pelaksanaan Anggaran SKPn yang seJanjutnyadisingkat npp A-SKPn

adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar peJaksanaan perubahan anggaran oJeh pengguna

anggaran.

23. Penerimaan naerah adaJahnang yang masuk ke ka~daerah.

24. PengeJuarannaerah adalah nang yang ke1uardati kas daerah.

25. Pendapatan naerah adaJah hak pemerintah daerah yang diakui sehagai penamhab

nHaikekayaan bersih.

26. Relanja naerah adalab kewajihan pemerintah daerah yang diakui sehagai

pengurang niJai kekayaan hersih.

27. Surplus Anggaran naerab adalab selisih Jehih antara pendapatan daerab dan

heJanja daerah.

28. Defisit Anggaran naerab adaJah selisih kurang antara pendapatan daerah dan

heJanjadaerah.

29. Pemhiayaan naerah adalah semua penerimaan yang perlu dihayar kembali

danfatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

hersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran herikutnya.



30. Sisa I.ehih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SIT.PA adalah

selisih lehih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran.

31. Pinjaman naerah adalah semua transaksi yang mengakihatkan daerah menerima

sejumlah uang atau menenma manfaat yang hernilai uang dati pihak lain sehingga

daerah dihehani kewajihan untuk memhayar kemhali.

32. Piutang naerah adalah jumlah uang yang wajih dihayar kepada pemerintah

daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sehagai

akihat petjanjian atau akihat lainnya herdasarkan' peraturan perundang-undangan

atau akihat lainnya yang sah.

33: Utang naerah adalah jumlah uang yang wajih dihayar pemerintah daerah dan/atau

kewajihan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang herda.~arkan

peraturan Perungang-undangan, petjanjian, atau herdasarkan sehab lainnya yang

sah.

34. nana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang

memerlukan dana relative hesar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun

anggaran.

35. Investa.~iadalah penggunaan asset untuk mempemleh manfaat ekonomis seperti

hunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat

meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

36. Anggaran Ka.~adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang hersumher dari

penerimaan dan perkiraan arus ka.~keluar untuk mengatur ketersediaan dan yang

cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

37. Rarang Milik naerah adalah semua harang yang diheli atau dipemleh atas hehan

APRn atau hera.~aldari perolehan lainnya yang sah.

38. Kerugian naerah adalah kekurangan uang, surat herharga, dan harang yang nyata

dan pa.~tijumlahnya sehagai akihat perhuatan melawan hukum haik sengaja

maupun lalai.

39. Radan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat RUMN adalah hadan

usaha yang sehagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh Pemerintah Negara.

40. Radan Usaha Milik naerah yang selanjutnya disingkat RUMn adalah hadan

lL~ahayang sehagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh Pemerintah naerah.

.,



41. Radan Layanan Umum Daerah yang selanjumya diRingkat Rum adaJah

SKPDlunit keJja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dihentuk

untuk memherikan peJayanan kepada muyarakat hernpa penyediaan barang

dan/atau jal!3 yang dijuaJ tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan daJam

meJakukan kegiatannya didal!3rkan pada prinRip efiRienRidan produktivitaR.

42. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ReJanjumya diRingkat TAPD adaJah tim

yang dihentuk dengan keputuRan kepaJa daerah dan dipimpin oJeh RekretariR

daerah yang mempooyai tugaR menyiapkan Rerta meJakRanakan kebljakan kepaJa

daerah daJam rangka penYURunan APRD yang anggotanya terdiri dari pejahat

perencana daerah, PPKD dan pejahat Jainnya ReRuaidengan kebutuhan.

43. Kebljakan Umum APRD yang ReJanjumya diRingkat KUA adalah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, heJanja, dan pemblayaan serta aRumRiyang

mendaRarinya ootuk periode 1 (1!3tu)tahoo.

44. PriOritaRdan Plafon Anggaran sementara yang selanjumya diRingkat PPAS adaJah

rancangan program prioritaR dan patokan bataR mabimaJ anggaran yang diherikan

kepada SKPD untuk Retiap program Rebagai acuan dan penyuRunan RKA-SKPD

RebeJum diRepakati dengan DPRD.

45. PriOritaR dan Plafon Anggaran yang ReJanjutnya diRingkat PPA adaJah program

priorita.~ dan patokan batas makRimaJ anggaran yang diberikan kepada SKPD

untuk Retiap program sebagai acuan daJam penyu.~an RKA-SKPD seteJah

diRepakati dengan DPRD.

46. Rencana KeJja dan Anggar~ SKPD yang seJanjumya diRingkat RKA-SKPD

adaJah dokumen perencanaan dan penganggaran yang beriRi rencana pendapatan,

rencana beJanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan Rebagai

da~r penYURUnanAPRD.

47. Kinerja adalah keluaranlhaRiJ dari kegiatan/program yang akan atau teJah dicapai

Rehubungan dengan penggunaan' anggaran dengan kuantita.~ dan kuaJitaR yang

terukur.
,

4R. FungRi adaJah perwlijudan tugaR kepemerintahan dibldang tertentu yang

diJakl!3nakan daJam rangka mencapai tujuan pembangunan naRionaJ.

49. Um~an Pemerintahan adalah fungRi-fungRi pemerintahan yang menjadi hak dan

. kewajiban Retiap tingkatan dan/atau RURunanpemerintahan ootuk mengatur dan

menguruR fungRi-fungRi tersebut yang menjadi kewenangan daJam rangka.
meJindungi, meJayani, memberdayakan, dan menRejahterakan maRyarakat.



50. Program adalah penjaharan kemjakan SKPD dalam henlok upaya yang herisi sato

atau lehih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disemakan unlok

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

51. Kegiatan adalah hagian dari program yang dilaksanakan oleh salo atau lemh unit

kerja pada SKPD sehagai bagian dari pencapaian sa.~aranterukur pada suatu

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya haik yang

herupa personil (sumber daya manusia), harang modal terma.~k peralatan dan

teknologi, dana atau komhina.~idari beherapa atau kellemua jenis sumher daya

tersehut sehagai ma.~ukan(input) unlok menghasilkan keluaran (output) dalam

benlok baranlYja.~a.

BABU

PENETAPAN SKPD YANG MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

MASING-MASING SUB BIDANG PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD

KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal 2

(1) Sub Hidang Anggaran I; mempunyai logas Menyusun RAPHD, Mengesahkan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDmPPA SKPD dan Melakukan Revisi

Perubahan Anggaran SKPD I.mgkup Fisik, Sarana dan Pra.~ana.

(2) SKPD I.ingkup Fisik, Samna dan Pra.~aranapada ayat (1) tersebut diatas, terdiri dari :

a. Dina.~PU HinaMarga.

b. Dina.~PU Pengairan.

c. Dina.~PU Cipta Karya.
d. Happeda.

e. Dinas Perhubungan.
f Hapedalda.

g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
h. Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
1. Sekretariat Daerah.

- Ragian Keuangan.

- Ragian Rkonomi dan Kesra.
- HagianUmum dan Perlengkapan.

- Ragian Humas.
- Ragian Organisa.~i.

- HagianHukum.
- Hagian Pemberdayaan Perempuan.



- Ragian Protokol.

- Ragian Tata Pernerintahan.

j. Dina~ TnformaRi& KomunikaRi.

k. Kantor Pengelolaan Data R1ektronik.

Pa~1 3

(1) Sub Ridang Anggaran IT; Mernpunyai tugaR Menyu.~un RAPRD, MengeRahkan

Dokumen PeJakRanaan Anggaran (DPA) SKPDIDPPA SKPD dan Melakukan ReviRi

Pembahan Anggaran SKPD T.ingkup SORialdan Rudaya.

(2) SKPD T.ingkup SORialdan Rudaya pada ayat (1) terRebut di ata~, terdiri dari :

a. DinaR Pendidikan NaRional.

b. Kantor Perpu.qtakaan Daerah.

c. DinaR KeRebatan.

d. RSTID.

e. BKBKS.

f. DinaR Tenaga Kelja dan KeRejahteraan SORial.

g. DinaR PariwiRata.

h. DinaR Kesatuan RangRa dan PoJitik

1. Sat Pol. PP.

J. RKD dan Diklat.

k. DinaR PMD.

Paqal 4

(1) Sub Ridang Anggamn rn; mernpunyai tugaR MenyuRun R APRD, MengeRahkan

Dokumen PelakRanaan Anggamn (DPA) SKPDIDPPA SKPD dan Melakukan ReviRi

Pemhahan Anggamn SKPD T.ingkup Perekonomian.

(2) SKPD T.ingkup Perekonomian pada ayat (1) terRebut di ataR, terdiri dari :

a. Dinaq KoperaRi, PPKM, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pa~ar.

b. Dinaq TranRmigraRi dan Kependudukan

c. BPKAD.

d. TnRpektoratKahupaten.

e. DinaR Pertanian dan Petemakan.

f. Dina~ Perkehunan.

g. DinaR Kehutanan.

h. DinaR Pertambangan dan Energi.

i. DinaR Perikanan dan Kelautan.

j. DinaRPerindu.~trian dan Perdagangan.



•

k. DPRD.

I. Sekretariat DPRD

BABill

PENUrUP
PasaJ 5

Dengan Rerlakunya Peraturan ini, maka lIegaJa Keputusan Rupati yang mengatur tentang

Penetapan Satuan Kelja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi tugas dan tanggung

jawah masing-masing suh. Ridang Anggaran Radan PengeJoJa Keuangan dan Aset

Daerah (RPKAD) Kahupaten MlLqiRanyuasin dan perangkat aturan dihawahnya yang

hertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak herlaku.

PasaJ 6

Peraturan ini muJai herlaku sejak tanggaJ ditetapkan, Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Rerita Daerah

Kahupaten MlLqiRanyuasin.

nitetapkan di Sekayu

pada tanggaJ ,z.~~~~ 2007

I;',

J1iundangkan di Sekayu

pada tanggaJ 2.4- N(,j. J!.\>0l

TARISDAERAH

N MUSI BANYUASIN Iv
SE

rUPA

BERIT A DAERAH KABUP ATEN MUSI BANYUASIN NOMOR ~ 31
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